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ABSTRAKSI 
 
 
Pelaksanaan desentralisasi fiskal selain memberikan kewenangan pada 
Pemerintah Daerah juga mempengaruhi kemampuan daerah untuk memenuhi 
kepentingan publik sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap 
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 35 Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang diambil dengan menggunakan metode sensus. 
Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Umum yang 
berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan 
Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 
 
Kata Kunci : APBD, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal                                                                        
 
 
 
 
 
2 
 
1. PENDAHULUAN 
Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 
2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah 
tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah 
pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk 
menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. 
UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki 
kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-
belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan 
daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan 
Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran  Sementara (PPAS) 
sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. 
Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal 
merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan 
politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 
publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah 
daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang 
terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja 
modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di 
masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003). 
Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti 
infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan 
produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin 
tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa 
pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif 
seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat 
tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan 
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bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program–
program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyirat pentingnya 
mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. 
Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah 
daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat 
kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. 
Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan 
pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan 
membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan 
lapangan pekerjaan baru yang akan memepengaruhi perkembangan kegiatan 
ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi ini 
ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan 
per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan 
yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya 
peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan 
peningkatan belanja modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja 
modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah 
yaitu hanya sebesar kurang dari 20 % seperti dapat dilihat pada lampiran 
Anggaran Belanja Daerah sedangkan anggaran belanja yang tertinggi adalah 
anggaran belanja pegawai yang mencapai lebih dari 50 % setiap tahunnya 
dari total anggaran belanja. 
Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada 
daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan 
daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan 
publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber 
pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari 
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan 
meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas 
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pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan 
pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja 
modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah 
tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya seperti terlihat 
dalam lampiran dimana belanja modal hanya mendapatkan persentase 
sebesar 7,68 % dari total PAD pada tahun 2006. 
Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama 
dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan 
fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk 
mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang 
bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan 
desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana 
Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek 
pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini 
diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang 
didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. 
Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain 
DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan 
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 
dan  sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini 
penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk 
kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan 
jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, 
prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana 
pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang 
semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah 
Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% 
dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.   Oleh 
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sebab itu dalam penelitian ini penulis tidak memasukkan faktor DAK 
sebagai variabel independen yang mempengaruhi anggaran belanja modal. 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Belanja Modal dalam Anggaran Daerah 
Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan 
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah 
yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, 
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum 
yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan 
mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur 
kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Kewajiban daerah tersebut 
tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 
merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun 
anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 
tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai 
pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau 
menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu 
periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau 
aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut 
dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja 
bukan untuk dijual. 
Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal 
merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh 
pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah 
mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. 
Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana 
dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan 
maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan 
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aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan 
pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara 
finansial. 
Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap 
pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap 
lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut 
yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan 
membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah 
dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui 
sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit. 
2.2 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal 
Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah 
berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Syarat 
fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal 
pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. 
Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah 
diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. 
2.3 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja 
Modal 
Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan 
berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik 
investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada 
akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD 
diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap 
pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. 
Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu 
meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembanguna 
yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan 
kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada 
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peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat 
pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang 
peningkatan PAD. 
2.4 Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal 
Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal 
pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola 
sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. 
Dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih 
fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja 
modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan 
publik.   
2.5 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dapat 
diikhtisarkan sebagai berikut :  
Yulia Yustikasari & Darwanto (2006) meneliti adanya pengaruh 
positif antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana 
alokasi umum terhadap anggaran belanja modal.  
2.6 Hipotesis  
Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 
Tetapi, perbedaan kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang 
lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana 
prasarana serta sumber daya menyebabkan pertumbuhan ekonomi 
antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama. 
Landasan teoritis di atas menghasilkan hipotesis berikut: 
H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap 
pengalokasian anggaran Belanja Modal  
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Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah 
untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan 
membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan 
peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang 
bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No. 
32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber 
pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada 
kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi 
bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan 
penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut. 
Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dapat dinyatakan 
sebagai berikut:  
H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap    
pengalokasian anggaran Belanja Modal.  
Pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah pusat 
menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, 
menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara 
kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan 
keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk 
mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan 
ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi 
tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No. 
33/2004). 
Landasan teoritis di atas menghasikan hipotesis sebagai 
berikut: 
H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap 
pengalokasian anggaran Belanja Modal. 
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3.  METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang 
bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data 
statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel. Adapun populasi 
dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa 
Tengah dari tahun 2004-2006.Berdasarkan karakteristiknya yang dipakai 
sebagai sampel adalah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang memiliki 
pendapatan daerah aktif, dapat membiayai daerahnya sendiri dimana 
Kabupaten dan Kota tersebut menerbitkan Laporan Realisasi APBD tahun 
2006-2008. 
3.1 Variabel Penelitian  
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan 
ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sebagai variabel 
independen dan belanja modal sebagai variabel dependen. 
3.1.1 Belanja modal 
Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk 
membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Indikator variabel ini diukur 
dengan : 
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + 
Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, 
Irigasi dan Jaringan + belanja Aset Lainnya 
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita 
diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita, yang dihitung 
dengan rumus : 
Pertumbuhan Ekonomi = (PDRBt-PDRBt-1)/(PDRBt-1)x 100% 
 
3.1.3 Pendapatan Asli Daerah  
Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 
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daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari 
Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba 
Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), 
yang dirumuskan : 
 
 
 
3.1.4 Dana Alokasi Umum  
Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun daerah 
kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut : 
DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar 
Dimana, 
Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal 
 
3.2 Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda, dimana sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih 
dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas data dan uji 
asumsi klasik. 
3.2.1 Uji Regresi Berganda 
Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 
regresi berganda (multiple regression), hal ini sesuai dengan rumusan 
masalah, tujuan dan hipotesis penelitian ini. Metode regresi berganda 
menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel 
independen dalam suatu model prediktif tunggal. Uji regresi berganda 
digunakan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan 
asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Hubungan 
antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai 
berikut : 
 
PAD = HPD + RD + PLPD + LPS 
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Y = α + β1PDRB + β2PAD + β3DAU + e 
dimana : 
Y  =  Belanja Modal ( BM ) 
α = Konstanta 
β = Slope atau koefisien regresi atau intersep 
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
DAU  =  Dana Alokasi Umum (DAU) 
e = error 
Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir 
aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F serta koefisien 
determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara 
statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah 
dimana Hο ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji 
statistiknya berada dalam daerah dimana Hο diterima.  
Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (pooled data) 
yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen serta kemampuan model dalam menjelaskan perilaku 
belanja modal dalam APBD. Oleh karena itu pengujian dikelompokkan 
menjadi: 
1.  Uji Statistik t 
Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel bebas 
terhadap variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan 
dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada level of 
significant 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut : 
Hο : β = 0 artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel 
independen terhadap variabel dependen. 
Hο : β ≠ 0 artinya ada pengaruh signifikan variabel independen 
terhadap variabel dependen. 
a. Jika t hitung < t tabel maka Hο diterima dan H1 ditolak 
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b. Jika t hitung > t tabel maka H1 diterima dan Hο ditolak 
2.  Uji Statistik F 
Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen 
terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian 
dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada 
level of significant 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut : 
Hο : β1 = β2 = … βk = 0 artinya tidak ada pengaruh yang 
signifikan antara semua variabel independen dengan variabel 
dependen. 
Hο : β1 ≠ β2 ≠ … βk = 0 artinya ada pengaruh yang signifikan 
antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. 
a. Jika F hitung < F tabel maka Hο diterima dan H1 ditolak 
b. Jika F hitung > F tabel maka H1 diterima dan Hο ditolak 
3.  Koefisien Determinasi 
Tujuan pengujian ini untuk menguji tingkat keeratan atau 
keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen 
yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi 
(adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi adalah antara 
nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan 
variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati 
satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 
variabel dependen. 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Deskriptif Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 Pemerintah Kabupaten dan 6 
Pemerintah Kota, dalam kurun waktu 3 tahun (2006-2008). Sampel yang 
diambil melalui metode sensus adalah keseluruhan dari populasi yaitu yang 
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memiliki pendapatan daerah aktif dan dapat membiayai daerahnya sendiri 
yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD. Berikut ini adalah daftar 
Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian: 
4.2 Analisis Statistik Deskriptif 
Tabel  statistik diskriptif (lampiran) menggambarkan deskripsi 
variabel-variabel independen dan dependen secara statistik dalam penelitian 
ini. Minimum adalah nilai terkecil dari suatu rangkaian pengamatan, 
maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, mean 
merupakan rata-rata yang dihitung dari penjumlahan nilai seluruh data 
dibagi dengan banyaknya data sementara standar deviasi adalah akar dari 
jumlah kuadrat dari selisih nilai data denagn rata-rata dibagi banyaknya 
dengan banyaknya data (Santoso, 2001). Variabel-variabel independen pada 
penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sedangkan variabel dependennya 
adalah Anggaran Belanja Modal (ABM).  
Tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan rata-rata Pertumbuhan 
Ekonomi dari 105 data kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah 4.58% 
dengan pertumbuhan terendah adalah 2%, tertinggi 6% dan standar deviasi 
0,93%, kurang dari 30% dari nilai rata-rata menunjukkan variasi yang kecil 
atau rendahnya kesenjangan antara nilai terendah dan tertinggi. Pada 
variabel independen kedua, Pendapatan Asli Daerah (PAD), nilai rata-
ratanya adalah Rp 50.139.076.247.62, nilai tertingginya                               
Rp 236.882.000.000, nilai terendahnya Rp 16.132.860.000 dan standar 
deviasi Rp 33.573.203.459,169 menunjukkan adanya variasi yang besar 
(lebih dari 30% dari nilai mean). Pada variabel ketiga yaitu Dana Alokasi 
Umum (DAU), tabel statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata sebesar 
Rp 465.890.969.523.81, nilai tertinggi sebesar Rp 754.599.000.000, nilai 
terendah sebesar Rp 185.429.000.000 dan nilai standar deviasinya adalah Rp 
129.337.311.883,521 menunjukkan adanya variasi yang besar karena 
nilainya yang lebih besar 30% dari nilai mean. 
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Tabel statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata Anggaran 
Belanja Modal (ABM) yang merupakan variabel dependen adalah Rp 
120.728.123.523.81, nilai tertingginya Rp 242.725.000.000 dan nilai 
terendahnya Rp 34.276.280.000 sedangkan nilai standar deviasinya 
menunjukkan Rp 42.246.874.723,041 dimana nilainya lebih dari 30% nilai 
rata-rata. 
Tabel tersebut juga menunjukkan nilai perbandingan rata-rata PAD 
dengan total pendapatan hanya sebesar 8,11%  sangat jauh sekali bila 
dibandingkan dengan konstribusi DAU dalam total pendapatan daerah yang 
mencapai 75,33%. Hal ini juga menjadi indikator bahwa Pemerintah Daerah 
masih sangat mengandalkan DAU sebagai sumber pendapatan mereka yang 
utama guna membiayai belanja daerah. Didalam tabel juga dapat terlihat 
jumlah rata-rata anggaran belanja modal yang dianggarkan oleh Pemerintah 
Daerah hanya sebesar 18,28% dari total belanja Pemerintah Daerah. 
4.3 Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dari grafik 
dalam lampiran, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta 
penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 
memenuhi asumsi normalitas. 
4.4 Uji Asumsi Klasik 
Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah dilakukan 
pegujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan 
bebas dari asumsi klasik dimana data tidak mengandung multikolinieritas, 
autokorelasi dan heterokedastisitas  
4.4.1 Uji Multikolinieritas 
Dari hasil uji multikolinieritas (lampiran)  menunjukkan untuk ketiga 
variabel independen, angka VIF ada di sekitar angka 1 yaitu 1,225, 1,292 
dan 1,122 Demikian juga untuk nilai Tolerance mendekati angka 1, 
Pertumbuhan ekonomi 0,817, PAD bernilai 0,774 dan DAU 0,891. Dengan 
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demikian dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat problem 
multikolinieritas. 
4.4.2 Uji Heteroskedasitas 
Dari grafik (lampiran) terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak 
membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas 
maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
heteroskedasitas pada model regresi sehingga model regresi layak 
digunakan. 
4.4.3 Uji Auto Korelasi 
Berdasarkan tabel (lampiran), nilai Durbin-Watson adalah 1,894. 
Nilai ini  dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan nilai 
signifikansi 5%, jumlah sampel 105 dan jumlah variabel bebas 3 maka nilai 
Durbin-Watson 1,89 lebih besar dari batas atas (du) 1,74 dan kurang dari 4-
1,74 (4-du) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. 
4.5 Uji Regresi Berganda 
Atas dasar hasil analisis regresi (lampiran) dan dengan menggunakan 
tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh persamaan sebagai berikut: 
Y = -7647628418,807+ 855795675077,039PE + 0, 056PAD + 0, 185DAU 
Dari hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa: 
a. Nilai konstanta (α) sebesar -764762418,807 menyatakan bahwa bila tidak 
ada Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi 
Umum maka Pemerintah Daerah mengalami kekurangan biaya belanja 
modal sebesar Rp 7.647.628.418,807 
b. Nilai koefisien regresi 855795675077.039 menyatakan bahwa setiap 
kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% maka akan menaikkan 
Belanja Modal sebesar Rp 855.795.675.077,039 
c. Nilai koefisien regresi 0,056 menyatakan bahwa setiap kenaikan 
Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal 
pemerintah sebesar 5,6%. 
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d. Nilai koefisien regresi 0,185 menyatakan bahwa setiap kenaikan Dana 
Alokasi Umum sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal sebesar 
18,5%. 
4.6 Pengujian Hipotesis 
4.6.1 Hipotesis Pertama 
Berdasarkan hasil pengujian statistik t, Pertumbuhan Ekonomi 
memberikan nilai koefisien 855795675077.039  dan tingkat signifikansi 
0,026 yang lebih besar dari 0,05 serta nilai t hitung (2,260) yang lebih besar 
dari t tabel (1,98) maka Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap 
Belanja Modal, oleh karena itu Hı ditolak 
4.6.2 Hipotesis Kedua 
Hasil pengujian statistik t menyebutkan nilai koefisien PAD 0,056 dan 
tingkat signifikansinya 0,602 dimana tingkat signifikansi ini jauh lebih besar 
dari 0,05 serta nilai t hitung (0,524) lebih kecil dari nilai t tabel (1,98)  
sehingga PAD tidak berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal, oleh 
karena itu H2 ditolak. 
4.6.3 Hipotesis Ketiga 
Uji Statistik t Dana Alokasi Umum menghasilkan nilai koefisien 0,185 
dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai t 
hitung (7,128) lebih besar dari nilai t tabel (1,98) sehingga variabel DAU 
berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran Belanja Modal. Oleh 
karena itu H3 diterima. 
4.7 Uji Statistik F  
Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung adalah 25,354 dengan 
tingkat signifikansi 0,000. Dibandingkan dengan F tabel sebesar 2,46  maka 
nilai F hitung (25,354) > F tabel (2,46) dan tingkat signifikansi 0,000 jauh 
lebih kecil dari 0,05 maka Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah 
dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
anggaran Belanja Modal.  
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4.8 Koefisien Determinasi 
Hasil uji menunjukkan nilai koefisien determinasi adalah 0,430. Hal 
ini berarti hanya 43% variabel anggaran belanja modal dapat dipengaruhi 
oleh ketiga variabel independen sedangkan sisanya 57% dipengaruhi oleh 
variabel-variabel independen lain. 
4.7  Pembahasan  
Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa Pertumbuhan 
Ekonomi  dan Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap 
pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini bertentangan dengan hasil 
penelitan terdahulu yang dilakukan oleh Yulia Yustikasari & Darwanto 
(2006) sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap 
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dan hasil ini mendukung penelitian 
terdahulu. 
5. Kesimpulan 
1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak 
berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan 
karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk 
membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk 
membiayai Belanja Modal seperti terlihat pada lampiran Anggaran 
Belanja. 
2. Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja 
Modal hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari 
Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan 
pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal.  
3. Hasil uji statistik F menghasilkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, 
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal. 
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah suatu 
daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran Belanja Modal, 
tergantung dengan situasi dan kondisi tiap-tiap daerah dan kebijakan 
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Pemerintah Pusat serta terdapat kecenderungan ketergantungan 
Pemerintah Daerah pada transfer dari pusat, dalam hal ini Dana Alokasi 
Umum, untuk membiayai pengeluarannya. 
5.1 Keterbatasan Penelitian 
Pada penelitian ini penulis belum bisa mendapatkan data 
pendukung berupa seberapa besarkah muatan politis yang terkandung 
pada saat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Oleh 
DPRD.  
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan 
penelitian diatas maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai 
berikut : 
1. Pemerintah Daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi 
ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga 
tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada 
Pemerintah Pusat bisa dikurangi. 
2. Pemerintah Daerah harus lebih dapat mengefisienkan jumlah 
pegawai yang dimilikinya dengan cara lebih fokus pada kualitas 
pegawai daripada kuantitasnya dan pemanfaatan teknologi, dengan 
begitu diharapkan Pemerintah bisa lebih menekan anggaran belanja 
pegawai yang selama ini menjadi pengeluaran terbesar Pemerintah. 
3. Penghapusan honor belanja pegawai yang melekat pada pos belanja 
langsung atau lebih spesifik pada belanja modal dapat lebih 
mengefisienkan pengeluaran belanja modal. 
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LAMPIRAN 
 
No Kab/Kota PE PAD DAU BM 
TOTAL 
PENDAPATAN 
TOTAL BELANJA 
1 
Kab. 
Banjarnegara 0.04 30,575,320,000 422,509,000,000 
 
100,584,810,000  
     
516,688,680,000  
     
515,244,800,000  
2 Kab. Banyumas 0.04 58,338,910,000 600,000,000,000  
100,554,970,000  
     
735,769,930,000  
     
743,720,430,000  
3 Kab. Batang 0.03 19,331,910,000 222,826,000,000    
45,235,180,000  
     
307,662,390,000  
     
362,808,760,000  
4 Kab. Blora 0.04 30,678,410,000 410,074,000,000    
60,973,830,000  
     
484,340,780,000  
     
482,676,030,000  
5 Kab. Boyolali 0.04 34,721,950,000 492,181,000,000    
78,151,170,000  
     
579,741,680,000  
     
562,596,210,000  
6 Kab. Brebes 0.05 33,101,670,000 609,557,000,000  
127,172,960,000  
     
707,554,680,000  
     
721,337,500,000  
7 Kab. Cilacap 0.05 54,801,800,000 609,036,800,000  
148,240,410,000  
     
710,792,100,000  
     
736,783,030,000  
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8 Kab. Demak 0.04 22,986,860,000 408,453,000,000    
34,276,280,000  
     
490,300,440,000  
     
508,329,440,000  
9 Kab. Grobogan 0.04 34,798,510,000 512,838,000,000    
82,275,480,000  
     
601,841,900,000  
     
602,028,210,000  
10 Kab. Jepara 0.04 52,435,100,000 403,160,000,000  
115,877,980,000  
     
532,798,340,000  
     
527,423,340,000  
11 
Kab. 
Karanganyar 0.05 32,817,480,000 421,432,000,000 
   
74,908,570,000  
     
509,684,040,000  
     
509,266,280,000  
12 Kab. Kebumen 0.04 35,410,070,000 536,689,000,000  
144,341,010,000  
     
638,880,890,000  
     
703,949,920,000  
13 Kab. Kendal 0.04 43,084,390,000 409,296,000,000  
147,562,390,000  
     
542,998,660,000  
     
540,214,780,000  
14 Kab. Klaten 0.02 36,271,790,000 635,488,000,000    
89,732,690,000  
     
753,788,590,000  
     
788,768,980,000  
15 Kab. Kudus 0.02 47,658,160,000 359,184,000,000    
78,011,770,000  
     
513,386,180,000  
     
515,487,140,000  
16 Kab. Magelang 0.05 51,308,580,000 502,945,000,000  
112,047,760,000  
     
632,609,400,000  
     
617,487,780,000  
17 Kab. Pati 0.04 56,824,930,000 509,573,000,000    
79,697,330,000  
     
637,166,880,000  
     
685,699,240,000  
18 Kab. Pekalongan 0.04 24,618,870,000 377,379,000,000    
47,258,100,000  
     
459,675,320,000  
     
447,633,810,000  
19 Kab. Pemalang 0.04 38,007,910,000 458,847,000,000  
100,277,840,000  
     
560,405,810,000  
     
567,828,880,000  
20 Kab. Purbalingga 0.05 38,000,850,000 383,925,000,000    
83,009,090,000  
     
485,858,800,000  
     
500,146,700,000  
21 Kab. Purworejo 0.05 29,571,570,000 432,013,000,000    
47,685,950,000  
     
517,221,910,000  
     
482,560,760,000  
22 Kab. Rembang 0.06   66,625,756,000  412,000,000,000 102,000,000,000 506,465,475,000 565,692,088,000 
23 Kab. Semarang 0.04 53,158,290,000 412,468,000,000    
69,716,370,000  
     
543,254,650,000  
     
487,538,230,000  
24 Kab. Sragen 0.05 36,066,250,000 466,830,000,000  
119,962,010,000  
     
567,227,830,000  
     
571,427,790,000  
25 Kab. Sukoharjo 0.05 29,411,260,000 421,438,000,000    
86,879,330,000  
     
525,763,830,000  
     
512,385,800,000  
26 Kab. Tegal 0.05 42,583,820,000 510,555,000,000  
131,797,290,000  
     
618,205,220,000  
     
615,279,830,000  
27 
Kab. 
Temanggung 0.03 35,898,650,000 357,822,000,000 
   
75,841,460,000  
     
442,952,530,000  
     
439,618,210,000  
28 Kab. Wonogiri 0.04 33,651,960,000 523,439,000,000  
129,094,250,000  
     
620,196,930,000  
     
618,286,150,000  
29 Kab. Wonosobo 0.03 24,445,690,000 359,723,000,000  
100,568,880,000  
     
461,378,590,000  
     
429,339,050,000  
30 Kota Magelang 0.02 25,740,230,000 216,062,000,000    
40,211,580,000  
     
271,847,020,000  
     
250,027,900,000  
31 Kota Pekalongan 0.03 16,132,860,000 209,651,000,000    
57,843,860,000  
     
270,572,660,000  
     
260,004,290,000  
32 Kota Salatiga 0.04 25,423,850,000 185,429,000,000    
56,917,910,000  
     
260,666,110,000  
     
268,773,970,000  
33 Kota Semarang 0.06 199,284,810,000 513,790,000,000    
75,572,650,000  
     
915,842,080,000  
     
933,786,110,000  
34 Kota Surakarta 0.05 74,940,920,000 334,287,000,000    
63,229,170,000  
     
496,167,380,000  
     
479,739,210,000  
35 Kota Tegal 0.05 56,811,620,000 189,007,000,000    
71,081,640,000  
     
273,881,700,000  
     
301,514,150,000  
36 
Kab. 
Banjarnegara 0.05 36,524,000,000 452,544,000,000 
 
128,008,000,000  
     
582,056,000,000  
     
620,943,000,000  
37 Kab. Banyumas 0.05 83,305,000,000 654,154,000,000  
111,772,000,000  
     
815,720,000,000  
     
866,677,000,000  
38 Kab. Batang 0.03 25,614,000,000 362,659,000,000  
115,671,000,000  
     
480,948,000,000  
     
529,407,000,000  
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39 Kab. Blora 0.04 30,732,000,000 447,775,000,000  
131,884,000,000  
     
611,149,000,000  
     
637,082,000,000  
40 Kab. Boyolali 0.04 43,201,000,000 528,784,000,000  
111,554,000,000  
     
652,226,000,000  
     
693,115,000,000  
41 Kab. Brebes 0.05 34,121,000,000 657,982,000,000  
190,944,000,000  
     
777,139,000,000  
     
916,849,000,000  
42 Kab. Cilacap 0.05 63,269,000,000 671,263,000,000  
202,779,000,000  
     
852,192,000,000  
     
894,516,000,000  
43 Kab. Demak 0.04 29,903,000,000 438,288,000,000  
155,229,000,000  
     
589,062,000,000  
     
636,275,000,000  
44 Kab. Grobogan 0.04 39,096,000,000 563,699,000,000  
153,407,000,000  
     
696,840,000,000  
     
739,195,000,000  
45 Kab. Jepara 0.05 53,900,000,000 461,230,000,000  
134,727,000,000  
     
657,116,000,000  
     
611,500,000,000  
46 
Kab. 
Karanganyar 0.06 48,716,000,000 459,156,000,000 
 
103,094,000,000  
     
602,775,000,000  
     
632,500,000,000  
47 Kab. Kebumen 0.05 50,752,000,000 585,365,000,000  
242,725,000,000  
     
735,291,000,000  
     
883,424,000,000  
48 Kab. Kendal 0.04 52,394,000,000 453,755,000,000  
132,584,000,000  
     
616,571,000,000  
     
631,571,000,000  
49 Kab. Klaten 0.03 40,776,000,000 694,207,000,000  
148,776,000,000  
     
845,331,000,000  
     
873,587,000,000  
50 Kab. Kudus 0.03 52,727,000,000 421,953,000,000  
118,243,000,000  
     
668,482,000,000  
     
654,273,000,000  
51 Kab. Magelang 0.05 60,388,000,000 548,521,000,000  
134,825,000,000  
     
727,781,000,000  
     
791,818,000,000  
52 Kab. Pati 0.05 55,576,000,000 559,748,000,000  
172,432,000,000  
     
746,392,000,000  
     
806,954,000,000  
53 Kab. Pekalongan 0.05 31,523,000,000 411,159,000,000    
65,199,000,000  
     
542,701,000,000  
     
525,330,000,000  
54 Kab. Pemalang 0.04 45,047,000,000 530,443,000,000  
156,665,000,000  
     
628,436,000,000  
     
643,960,000,000  
55 Kab. Purbalingga 0.06 43,770,000,000 416,181,000,000  
102,003,000,000  
     
555,649,000,000  
     
570,961,000,000  
56 Kab. Purworejo 0.06 39,899,000,000 471,735,000,000  
109,596,000,000  
     
603,955,000,000  
     
618,099,000,000  
57 Kab. Rembang 0.04 51,050,000,000 361,876,000,000  
150,367,000,000  
     
506,465,000,000  
     
565,692,000,000  
58 Kab. Semarang 0.05 63,804,000,000 455,990,000,000  
145,546,000,000  
     
634,342,000,000  
     
674,034,000,000  
59 Kab. Sragen 0.06 50,591,000,000 513,575,000,000  
156,502,000,000  
     
695,897,000,000  
     
707,066,000,000  
60 Kab. Sukoharjo 0.05 37,533,000,000 460,662,000,000    
96,790,000,000  
     
569,131,000,000  
     
616,795,000,000  
61 Kab. Tegal 0.06 50,598,000,000 550,407,000,000 160,876,000,000 680,038,000,000 717,616,000,000 
62 
Kab. 
Temanggung 0.04 34,987,000,000 389,124,000,000 
 
112,791,000,000  
     
503,528,000,000  
     
519,948,000,000  
63 Kab. Wonogiri 0.05 42,735,000,000 556,870,000,000    
94,500,000,000  
     
700,765,000,000  
     
716,890,000,000  
64 Kab. Wonosobo 0.04 26,553,000,000 389,518,000,000  
126,456,000,000  
     
518,043,000,000  
     
522,731,000,000  
65 Kota Magelang 0.05 28,720,000,000 235,917,000,000    
69,556,000,000  
     
310,486,000,000  
     
323,171,000,000  
66 Kota Pekalongan 0.04 22,447,000,000 235,899,000,000    
69,577,000,000  
     
314,306,000,000  
     
313,088,000,000  
67 Kota Salatiga 0.05 30,425,000,000 212,614,000,000    
63,287,000,000  
     
290,071,000,000  
     
283,951,000,000  
68 Kota Semarang 0.06 231,884,000,000 586,736,000,000  
193,078,000,000  
  
1,082,928,000,000  
  
1,238,237,000,000  
69 Kota Surakarta 0.06 86,345,000,000 374,500,000,000  
152,340,000,000  
     
590,132,000,000  
     
639,638,000,000  
70 Kota Tegal 0.05 58,870,000,000 220,303,000,000  
103,553,000,000  
     
333,003,000,000  
     
369,340,000,000  
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71 
Kab. 
Banjarnegara 0.05 41,909,000,000 488,707,000,000 
 
125,150,000,000  
     
648,143,000,000  
     
707,148,000,000  
72 Kab. Banyumas 0.05 89,086,000,000 702,152,000,000  
145,456,000,000  
     
902,466,000,000  
  
1,046,091,000,000  
73 Kab. Batang 0.04 29,990,000,000 401,575,000,000  
127,874,000,000  
     
551,363,000,000  
     
603,586,000,000  
74 Kab. Blora 0.06 45,377,000,000 478,260,000,000  
158,503,000,000  
     
704,762,000,000  
     
841,778,000,000  
75 Kab. Boyolali 0.04 53,787,000,000 571,498,000,000  
131,178,000,000  
     
745,178,000,000  
     
788,925,000,000  
76 Kab. Brebes 0.05 45,819,000,000 716,426,000,000  
214,364,000,000  
     
864,249,000,000  
  
1,038,723,000,000  
77 Kab. Cilacap 0.05 71,290,000,000 754,599,000,000  
207,961,000,000  
  
1,011,510,000,000  
  
1,047,201,000,000  
78 Kab. Demak 0.04 32,271,000,000 483,239,000,000  
108,968,000,000  
     
662,392,000,000  
     
708,194,000,000  
79 Kab. Grobogan 0.05 44,648,000,000 615,030,000,000  
146,123,000,000  
     
756,884,000,000  
     
833,353,000,000  
80 Kab. Jepara 0.04 55,951,000,000 505,642,000,000  
157,838,000,000  
     
717,328,000,000  
     
754,396,000,000  
81 
Kab. 
Karanganyar 0.06 54,224,000,000 506,156,000,000 
 
128,769,000,000  
     
715,680,000,000  
     
796,488,000,000  
82 Kab. Kebumen 0.06 53,940,000,000 616,395,000,000  
183,040,000,000  
     
818,930,000,000  
     
911,892,000,000  
83 Kab. Kendal 0.04 60,462,000,000 490,895,000,000  
114,676,000,000  
     
699,808,000,000  
     
771,433,000,000  
84 Kab. Klaten 0.04 51,335,000,000 744,677,000,000  
149,862,000,000  
     
946,524,000,000  
  
1,015,523,000,000  
85 Kab. Kudus 0.04 56,442,000,000 460,541,000,000  
150,514,000,000  
     
724,228,000,000  
     
729,760,000,000  
86 Kab. Magelang 0.05 70,945,000,000 588,002,000,000  
121,991,000,000  
     
788,734,000,000  
     
904,917,000,000  
87 Kab. Pati 0.05 57,506,000,000 603,264,000,000  
209,607,000,000  
     
845,816,000,000  
     
990,449,000,000  
88 Kab. Pekalongan 0.05 41,228,000,000 465,324,000,000    
87,857,000,000  
     
641,446,000,000  
     
670,632,000,000  
89 Kab. Pemalang 0.05 51,928,000,000 561,313,000,000  
113,400,000,000  
     
696,618,000,000  
     
743,391,000,000  
90 Kab. Purbalingga 0.05 56,222,000,000 450,743,000,000  
179,944,000,000  
     
668,147,000,000  
     
715,223,000,000  
91 Kab. Purworejo 0.06 39,591,000,000 515,796,000,000  
108,151,000,000  
     
674,176,000,000  
     
710,537,000,000  
92 Kab. Rembang 0.05 47,343,000,000 398,411,000,000  
126,993,000,000  
     
576,005,000,000  
     
596,094,000,000  
93 Kab. Semarang 0.04 69,439,000,000 493,166,000,000  
162,814,000,000  
     
712,446,000,000  
     
726,553,000,000  
94 Kab. Sragen 0.06 54,013,000,000 551,266,000,000  
152,722,000,000  
     
767,045,000,000  
     
802,642,000,000  
95 Kab. Sukoharjo 0.05 43,082,000,000 498,936,000,000  
116,553,000,000  
     
664,267,000,000  
     
720,414,000,000  
96 Kab. Tegal 0.05 52,751,000,000 606,452,000,000  
192,400,000,000  
     
775,620,000,000  
     
869,416,000,000  
97 
Kab. 
Temanggung 0.04 36,697,000,000 421,056,000,000 
 
123,175,000,000  
     
565,017,000,000  
     
594,489,000,000  
98 Kab. Wonogiri 0.04 41,529,000,000 598,933,000,000  
126,328,000,000  
     
777,434,000,000  
     
828,131,000,000  
99 Kab. Wonosobo 0.04 31,513,000,000 427,667,000,000  
147,117,000,000  
     
565,157,000,000  
     
616,555,000,000  
100 Kota Magelang 0.05 33,989,000,000 256,525,000,000  
117,475,000,000  
     
351,486,000,000  
     
416,823,000,000  
101 Kota Pekalongan 0.04 21,757,000,000 264,052,000,000    
77,494,000,000  
     
368,906,000,000  
     
390,248,000,000  
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102 Kota Salatiga 0.05 34,301,000,000 225,385,000,000  
144,402,000,000  
     
376,397,000,000  
  
1,098,481,000,000  
103 Kota Semarang 0.06 236,882,000,000 634,864,000,000  
164,274,000,000  
  
1,180,983,000,000  
  
1,351,845,000,000  
104 Kota Surakarta 0.06 95,039,000,000 420,912,000,000  
166,977,000,000  
     
686,976,000,000  
     
765,306,000,000  
105 Kota Tegal 0.05 59,021,000,000 236,194,000,000    
90,575,000,000  
     
372,947,000,000  
     
406,025,000,000  
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Descriptives 
 
30 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PE 105 .02 .06 .0458 .00928 
PAD 105 16132860000 236882000000 50139076247.62 33573203459.169 
DAU 105 185429000000 754599000000 465890969523.81 129337311883.521 
ABM 105 34276280000 242725000000 120728123523.81 42246874723.041 
TOTAL PENDAPATAN 105 260666110000 1180983000000 618434327666.67 174080449289.426 
TOTAL BELANJA 105 250027900000 1351845000000 660517140933.33 206545709491.884 
Valid N (listwise) 105     
 
 
Regression 
 
  
Variables Entered/Removed
b
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 DAU, PE, PAD
a
 . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: ABM  
 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .655
a
 .430 .413 32377899779.263 1.894 
a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD   
b. Dependent Variable: ABM   
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ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.974E22 3 2.658E22 25.354 .000
a
 
Residual 1.059E23 101 1.048E21   
Total 1.856E23 104    
a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD    
b. Dependent Variable: ABM     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -7647628418.807 18428588972.976  -.415 .679   
PE 855795675077.039 378590218144.501 .188 2.260 .026 .817 1.225 
PAD .056 .107 .045 .524 .602 .774 1.292 
DAU .185 .026 .567 7.128 .000 .891 1.122 
a. Dependent Variable: ABM       
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Charts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
